






Berdasarkan hasil penelitian analisis dan pembahasan penelitian, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Self-defense apabila ditinjau menurut hukum internasional, sebenarnya 
bukan hukum kebiasaan internasional karena belum terpenuhinya unsur-
unsur untuk bisa diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Self-
defense hanya boleh dilakukan dalam keadaan mendesak sebagai respon 
adanya serangan bersenjata dan satu-satunya cara untuk mepertahankan 
wilayah negara tersebut adalah dengan melakukan self-defense. 
2.  Kebijakan targeted killing oleh AS di Afghanistan tidak sesuai dengan 
pelaksanaan asas self-defense ditinjau menurut Hukum Internasional. 
Targeted killing yang AS lakukan menggunakan drones atas prinsip self-
defense sebenarnya bukanlah self-defense karena tidak memenuhi unsur-
unsur self-defense. Menyerang Afghanistan terlebih dahulu 
menggunakan drones tanpa adanya serangan bersenjata bukanlah self-
defense, namun merupakan bentuk pre-emptive strike. Doktrin ini 
eksistensinya tidak diakui dalam hukum internasional. 
B. Saran  
1. Penggunaan drones sebagai salah satu metode targeted killing AS di 
Afghanistan atas dasar self-defense harus dihentikan! Self-defense belum 
memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai hukum kebiasaan 
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internasional. AS dan sekutunya harus mengkaji ulang prinsip self-
defense yang selama ini mereka jadikan dasar atas penyerangan di 
Afghanistan. Meskipun AS merupakan anggota Dewan Keamanan tetap 
bukan berarti tidak ada sanksi untuk AS. Negara-negara anggota PBB 
harus berani untuk menyatukan suara. 
2. PBB harus menindak tegas berupa penjatuhan sanksi atas tindakan AS 
dalam hal penggunaan drones di Afghanistan. Banyak hal yang dilanggar 
AS dalam penggunaan drones di Afghanistan dan  menindaklanjuti agar 
penggunaanya dihentikan sehingga tidak ada lagi korban sipil berjatuhan. 
  
 
 
 
 
 
